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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas seizin-Nya,
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul.  “IMPLIKASI PERANAN
“DISPUTE SETTLEMENT BODY” FORUM WTO TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai peranan “Dispute
Settlement Body”, salah satu badan penyelesaian sengketa dalam forum WTO yang
berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan juga menyediakan mekanisme konsultasi
guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul antar-negara anggota WTO .

Seperti kita ketahui bahwa dalam era global dewasa ini, telah terjadi peningkatan
yang sangat tajam atas perdagangan internasional. Para pelaku usaha di satu negara
berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar dari negara lain.
Dalam proses tersebut tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang
curang. Praktek demikian dianggap sebagai “unfair trade” (perdagangan curang).

Unfair Trade dalam dunia perdagangan internasional memang kerap terjadi dan
dampak yang diakibatkan sangat negatif. Untuk menghilangkan dampak negatif tersebut,
sudah lama masyarakat internasional memberi sanksi, melalui panel dalam kerangka
GATT dan WTO melalui organnya yang terkenal dengan sebutan “Dispute Settlement
Body (DSB)”.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang langkah-
langkah atau persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi
masalah-masalah yang timbul dengan masuknya negara Republik Indonesia sebagai
anggota WTO, sebab pemerintah mempunyai peran serta yang sangat penting
mempersiapkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi gejala dan
fenomena yang akan timbul nantinya dalam persaingan dagang pada pasar bebas.

Penulis menyadari betul adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi

maupun pembahasan dan oleh karenanya skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka



pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya
membangun demi kemajuan di masa yang akan datang

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan
sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi

kemajuan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Amin

Palembang, 18 Januari 2007

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan adalah salah satu sektor yang menunjang kegiatan ekonomi
antar anggota masyarakat Aan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan sistem
ekonominya yang bersifat terbuka', perdagangan sangat vital dalam upaya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan
pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembéngunan berikut hasil-
hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Seperti yang kita ketahui
bahwa Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an telah mengikuti proses
pembangunan yang bertumpu pada kegiatan ekspor sebagai penggeraknya (export led
growth). Hal ini berarti keberhasilan perdagangan terutama perdagangan luar negeri
semakin menentukan pro.ses pembangunan nasional’.

Perdagangan luar negeri yang didasari oleh perjanjian bilateral, multilateral,
dan konvensi-konvensi internasional mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri
dalam menghadapi persaingan di era globalisasi terutama untuk melindungi

kepentingan industri dalam negeri. Untuk melindungi kepentingan industri dalam

! Perekonomian Indonesia bersifat terbuka, dalam arti cukup besarnya peranan yang dimainkan
oleh sektor yang berkaitan dengan perekonomian negara lain seperti kegiatan ekspor impor,
penanaman modal dan pinjam meminjam. Sebagai konsekuensinya, perekonomian nasional menjadi
pf:l'ca terhadap perkembangan yang terjadi pada perekonomian dunia, terutama terhadap gejolak yang
ditimbulkan oleh perekonomian Negara mitra dagang Indonesia dan yang berpengaruh terhadap
hubungan ekonomi perdagangan, dan moneter antar negara

Sianipar Nursalam. Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar
Bebas. Diterbitkan oleh BPHN: Departemen Kehakiman dan HAM RI1.2001,.him,.8 . g



negeri serta mewujudkan tatanan perdagangan dunia dimaksud, pemerintah Indonesia
harus mengikuti ketentuan-ketentuan kesepakatan perdagangan internasional,
kesepakatan multilateral ataupun regional. Oleh karena itu, menurut penulis peran
pemerintah sangat dominan dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam
membentuk peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kemajuan
perdagangan bebas ini untuk mengatasi kendala-kendala yang akan timbﬁl pada saat
pasar bebas itu telah berjalan’.

Keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga
tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem
perdagangan internasional di samping kemampuan penyusun ekonomi nasional
terhadap perkembangan yang ada. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan
serta memanfaatkan peluang yang ada tersebut. Indonesia terus berusaha ikut serta
dalam upaya meningkatkan kerjasama antara negara terutama untuk mempercepat
terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil dan tertib serta
bebas dari hambatan serta pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan
perkembangan perdagangan internasional tersebut

Adapun manfaat keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada
dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang

lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih

. 3. Syahmin AK. Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis) Penerbit:PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, him,.15



baik terhadap kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya
dalam menghadapi mitra dagang.

Sebagai salah satu Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World
Trade Organization) yang telah meratifikasi Agreement Establishing the World
Trade Organization sebagaimana diwujudkan UU. No.7 / 1994, tanggal 2 November
19945 Indonesia berkewajiban berperan aktif dalam mewujudkan tatanan
perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Sudah jelas keikutsertaan
Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang terkandung di
dalamnya tidak dapat lepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan,
khususnya perdagangan internasional.

Semakin jelas terkaitnya perekonomian nasional dengan perekonomian dunia
yang seiring dengan perubahan Orientasi kebijaksanaan yang semula adalah “Inword
Looking” menjadi “Outword Looking”, membawa berbagai konsekuensi bagi semua
pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, untuk lebih gigih menghadapi
persaingan. Semua permasalahan itu memerlukan peningkatan berbagai upaya,
termasuk di antaranya meningkatkan kesiapan dalam pengaturan hubungan

perdagangan internasional guna mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan nasional di

sektor perdagangan.

4 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.14.1/M-DAG/PER/7/2005 tentang Rencana Stratejik

;)(;:g;nemen Perdagangan Rl Tahun 2004-2009, diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI, Jakarta,

° Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564



Dalam kaitan dengan sistem penyelenggaraan perdagangan antar bangsa,
Indonesia turut berperan aktif dalam menyuksesnya Putaran Uruguay dalam kerangka
GATT® yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1993 di Jenewa. Berbagai
negara berharap dapat diselenggarakannya perundingan agar dapat melakukan
perubahan yang mendasar secara global mengenai aturan main perdagangan dunia
sehingga dapat menjamin terpeliharanya perdagangan antar bangsa yang lebih
terbuka lagi untuk kesejahteraan masyarakat di dunia. Hal ini didasari kekhawatiran
akan adanya praktek-praktek perdagangan yang curang (unfair trade) negara dalam
menghadapi persaingan yang semakin kuat ’

Secara sederhana, persetujuan-persetujuan yang dihasilkan dari perundingan
Putaran Uruguay tersebut adalah kesepakatan untuk memperbaiki situasi dalam
hubungan perdagangan internasional melalui upaya:®

1. Memperluas akses pasar barang dan jasa. Dalam upaya memperluas akses

pasar dan jasa terdapat kesepakatan untuk mengurangi dan menghapuskan

hambatan tariff .
2. Menyempurnakan berbagai peraturan perundangan.
3. Memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT. Mengenai hal ini

telah disepakati General Agreement on Trade in Services (GATS), Agreement

¢ Pembahasan mengenai GATT akan dibahas tersendiri pada Bab II dalam penulisan skripsi ini.

THS Kartadjomena.GATT dan WTO. Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang
Perdagangan.Penerbit: Ul-Press, Jakarta, 1996

¥ B.M Kuntjoro, et.al.Op cit..him 2



on Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Agreement on

Trade Related Investment Measures (TRIMs).

4. Memperkuat kelembagaan/instansi perdagangan internasional. Kesepakatan
utama dalam hal ini adalah pembentukan organisasi perdagangan multilateral
dengan nama WTO.

Sebagaimana diketahui bahwa di seluruh dunia berbagai Negara melakukan
tindakan-tindakan deregulasi maupun regulasi secara silih berganti. Peraturan
perundang-undangan tersebut dalam proses perkembangannya semakin terasa
pengaruhnya atas pelaksanaan tindakan-tindakan pengusaha dalam perdagangan
internasional tersebut. Dalam kaitan tersebut kegiatan para pelaku perdagangan
internasional suatu saat dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang melahirkan
sengketa dalam perdagangan internasional.

Suatu sengketa dapat terjadi apabila ada pertentangang, misalnya karena
adanya pelanggaran ketentuan GATT yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.
GATT sendiri mengatur tingkah laku perdagangan untuk mencapai harmonisasi
antara peraturan internasional dengan kebijaksanaan nasional. Untuk menentukan
sumber sengketa GATT mensyaratkan adanya nullification atau impairment,
sebagaimana diatur dalam Pasal XXIII GATT. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik

unsur-unsur yang dapat memberikan alasan kepada Contracting parties'’ Artinya,

%_ Ibid,. him 4.

1% Lembaga Contracting Parties merupakan badan tertinggi dalam GATT, dalam perkembangan selanjutnya
(WTO) lembaga ini kemudian berubah menjadi Ministerial Conference yang bersidang sckali dalam 2 (dua)
tahun. Kelembagaan tersebut berwenang menentukan keputusannya sebagai kolektivitas Negara-negara anggota
yang bertindak secara bersama-sama dan menghasilkan keputusan yang mengikat semua anggota.



untuk terjadinya sengketa paling tidak harus dipenuhi unsur-unsur, yaitu sebab-sebab
terjadinya kerugian yang diderita oleh suatu Negara, dan unsur akibat yang secara
definitif ditentukan oleh GATT. Prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur
dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII, tahap-tahap penyelesaiannya melalui konsultasi
para pihak, sidang contracting parties dan panel."'.

Penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal XXII
dan Pasal XXIII, merupakan pasal utama dalam penyelesaian sengketa GATT.
Walaupun secara tegas instrumen penyelesaian sengketa dimuat dalam GATT, namun
nampak beberapa kelemahan yang menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini sebagaimana
ditegaskan oleh John H. Jackson,"” menyatakan bahwa:

“....although the original GATT drafiments clearly had in mind binding précis
rules, and although the procedures of GATT tended to reinforced that views
during the first decades of its existence, in recent its institutional cimliance with

rules. Rule departures (breach) have in some cases become so frequent and so

tolerandted that the rules are now simply traps for the unwary in expert, or
naive”.

Dari pendapat di atas ternyata instrumen penyelesaian sengketa yang dimuat
dalam GATT masih terdapat beberapa kelemahan , antara lain:"

1. Prosedur dalam sengketa dianggap memerlukan terlalu banyak waktu;

2. Seringkali timbul kesulitan untuk mencari anggota panel yang tepat untuk

suatu kasus yang timbul;

', Hata, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO.
Penerbit: STBH Press.Bandung , 1998

12 Johf\ H. Jackson, “Equality and Discrimination in international Economic Law” (XI), Year Book of
World Affair, London, 1983, him., 176 dikutip dalam Huala Adolf .Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.
Penerbit:Sinar Grafika, Jakarta, 2004. .

200 ". Huala Adolf . Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Penerbit:Sinar Grafika, Jakarta,
4.



3. Pihak yang kalah dalam sengketa dapat mencegah diterimanya laporan
kepada Council karena adanya aturan bahwa keputusan dalam Council
diambil dengan cara konsensus;

4. Ada penalis dalam laporannya mengemukakan pandangannya secara tidak
jelas sehingga menimbulkan keputusan yang argumentasinya tidak
mantap;

5. Dapat terjadi penekanan yang tidak wajar dari suatu Negara terhadap para
penalis;

6. Berbagai Negara telah mengambil waktu yang terlalu lama dalam
mengubah aturannya untuk disesuaikan dengan GATT walaupun telah
berjanji untuk melakukannya pada waktu sidang penyelesaian sengketa;

7. Dapat terjadi perbedaan paham mengenai prosedur penyelesaian sengketa
untuk menerapkan prosedur GATT atau prosedur yang berlaku dalam
petjanjian khusus.

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan dunia maka
peranannya akan lebih meningkat daripada GATT , antara lain mengawasi praktek-
praktek perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan
perdagangan negara anggotanya, sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan
menyediakan mekanisme Kkonsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang
timbul. Selain itu juga mekanisme sistem penyelesaian sengketa menurut WTO

menguntungkan Negara-negara anggota terutama karena lebih tepat pada waktunya,

lebih otomatis dan lebih mengikat dibandingkan menurut GATT 1947.



B. Perumusan Masalah.

Berlatar belakang pada beberapa permasalahan tersebut diatas, diperlukan
pengkajian hukum tentang penyelesaian sengketa perdagangan dalam kerangka
WTO. Adapun permasalahan yang merupakan fokus kajian ini terbatas hanya pada:

1. Apakah ketentuan-ketentuan WTO dapat dipergunakan sebagai landasan
hukurﬂ dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan Internasional
melalui Forum WTO ?

2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional
melalui Forum WTO ?

3. Bagaimana implikasi peranan “Dispute Settlement Body” Forum WTO

terhadap kebijakan hukum pembangunan nasional Indonesia dalam era

dinamika global?

C. Tujuan Penelitian

Pengkajian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui dan
mengadakan studi yang mendalam mengenai masalah penyelesaian sengketa
perdagangan internasional melalui Forum WTO. Untuk menunjang maksud tersebut
di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Inventarisasi serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan penyelesaian sengketa dan penerapan hukum lainnya (the living

law) dalam bidang perdagangan Internasional.



Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa
perdagangan internasional melalui Forum WTO.

Untuk mengetahui implikasi peranan “Dispute Settlement Body” Forum
WTO terhadap kebijakan hukum pembangunan nasional Indonesia dalam

era dinamika global.

D. Kegunaan Penelitian

E.

L

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi para
akademisi dan mahasiswa ilmu hukum khususnya mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya guna menambah wawasan baik bagi penulis
maupun pembaca.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang
hukum internasional dan juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk
penyempurnaan kebijakan dan politik hukum, serta penyempurnaan

peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi di bidang

perdagangan

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian



10

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif,

yaitu penelitian hukum dimana sumber data utamanya adalah data sekunder berupa

hasil studi pustaka™

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai

data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan

hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

2)

mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini antara
lain UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO Agreement,
Konvensi-konvensi internasional serta peraturan-peraturan tertulis
lainnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional, khususnya
WTO

Bahan Hukum Sekunder yakni Bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam
penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya
mengenai GATT dan WTO baik itu masih dalam bentuk makalah,

maupun sudah diedit ulang dan dimuat dalam majalah, jurnal ilmiah,

. Bambang Sunggono,

him., 42.

Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1997,
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bahkan mungkin sudah dalam bentuk literatur mengenai Perdagangan
Internasional, dan bahan hasil proceeding dari seminar.

3) Bahan Tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus
hukum, ensiklopedia yang erat kaitannya dalam bidang Perdagangan

Antarnegara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan (library research) yaitu melalui studi kepustakaan yang
dilaksanakan dengan cara mg:ngkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan
obyek penelitian. Adapun studi kepustakaan diperoleh antara lain:

1. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2. Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya

3. Perpustakaan Hukum Universitas Sriwijaya

4. Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

Selain melalui studi kepustakaan, dalam upaya untuk mengumpulkan data dan
informasi yang diperlukan, penulis juga melakukan pendekatan lain via Web Site /
Situs Internet. Dilakukan secara selektif pada situs-situs dan/atau surat-surat
elektronik yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan dan Organisasi

Perdagangan Dunia, serta Instansi terkait yang berkompeten lainnya.
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4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dengan
lengkap, maka data kemudian diolah dengan proses editing. Dalam proses editing ini
hal yang dilakukan antara lain menyusun, memeriksa dan meneliti kembali data yang
telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap">.

Tahap selanjutnya yang digunakan pada penelitian ini adalah data tersebut
dianalisis secara kualitatif. Pada analisis ini, semua data dan informasi diuraikan
secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang
lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga dapat diambil suatu

kesimpulan yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.

F. Ruang Lingkup

Menyadari luas dan kompleknya permasalahan yang ada dan agar
pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan serta untuk mendapatkan
gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka Penulis melakukan pembatasan terhadap
permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan penekanannya adalah lebih kepada
pengaturan, mekanisme, dan dampak peranan “Dispute Settlement Body” Forum

WTO terhadap kebijakan hukum pembangunan nasional Indonesia serta keikutsertaan

Indonesia sebagai anggota WTO.

S Ibid



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Ilmiah

Adhie Wibowo.,et.al. Analisis dan Evaluasi Tentang Non Trade Issues Dalam
Perjanjian Internasional di Bidang Perdagangan. Diterbitkan oleh BPHN;
Dep Kehakiman dan HAM R, Jakarta, 2004,.

Adolf, Huala., Hukum Perdagangan Internasional, Penerbit PT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005.

~-me——-ene, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Penerbit Sinar Grafika,
Bandung, 2004

Ade Maman S., Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global (edisi revisi).Penerbit PT.Ghalia -
Indonesia, Jakarta ,2005

Bambang Sunggono., Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1997.

Gofar Bain.,Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan. Penerbit
Djambatan, Jakarta, 2001

Hata., Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem
GATT dan WTO. Penerbit STBH Press, Bandung ,1998

Jhamtani,Hira. WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga,Insist-Press,Y ogyakarta,
2005.

Kartadjoemena, H.S., GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di
Bidang Perdagangan, Ul Press, Jakarta, 1996.

. GATT dan Implementasinya Bagi Negara Berkembang, Ul
Press, Jakarta, 2000.

Kuntjoro,B.M.,et.al., Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelesaian Sengketa
Dagang Dalam WTO. BPHN. Departemen Kehakiman RI, 1997.

Seto, Bayu dan Ida Susanti (ed)., Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah
Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas,PT
Aditya Bakti, Bandung, 2003

Syahmin AK., Hukum Dagang Internasional: dalam Kerangka Studi Analitis, Penerbit
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006



Syahyu,Yulianto., Hukum Anti Dumping Di Indonesia (Seri Hukum Perdagangan
Internasional ), Penerbit, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Usmawadi dan Achmad Romsan., Pengantar Hukum Internasional. Bagian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. 2002

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar., Hukum Internasional Komtemporer.
Penerbit: PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. Dokumen lainnya

1.

Undang-undang No.07 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The
Organization.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.14.I/M-DAG/PER/7/2005 tentang Rencana
Stratejik Departemen Perdagangan RI Tahun 2004-2009, diterbitkan oleh
Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 2005

Final Act Embodying The Result Of The Uruguay Round Of Multilateral Trade
Negotiation

The Charter of UN

Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

The Dispute Settlement Understanding WTO

C. Situs internet

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tife/disp2 e.htm
http://www.dprin.go.id/indonesia/publikasi/siaran_pers/1999/19991227.htm
http://mediaindo.co.id/berita.asp?id=79789
http://www.tempointeraktif.com/ang/min/01/28/ ekbisl.htm

http://www.wto.org/english/thewto e/whatis e/tif e/disp2 e.htm

www.depdag.go.id

www.deplu.go.id

www.ditjenkpi.go.id

www.google.com

www.wto.org
www.wikipedia.org

www.yahoo.com



http://www.wto.org/english/thewto_e/what_is_e/t_i_fe/d_i_sp2_e._htm
http://www.dprin.go.id/indonesia/publikasi/siaran
http://mediaindo.co.id/berita.asp?id=79789
http://www.tempointeraktif.com/ang/min/01/28/_ekbisl_.htm
http://www.wto.org/english/tliewto
http://www.depdag.go.id
http://www.deplu.go.id
http://www.ditienkpi.go.id
http://www.google.com
http://www.wto.org
http://www.wikipedia.org
http://www.vahoo.com

